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ABSTRAK 

 

MUTIA SARASWATI, NPM : 1405170217. Analisis Kontribusi Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor 

(BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan). Skripsi, tahun 2018. 

 

 

Pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kenderaan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Dimana Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan 

semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang 

digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Pajak Kenderaan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) mempunyai 

kontribusi yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?. Tujuan penelitian yaitu 

untuk menganalisis besarnya konstribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) bagi peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi 

dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaityu analisis deskriptif. 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu selama periode tahun 2012 – 2017, 

kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 

36.44% yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari 

pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan. 

Selain itu kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap 

PAD kota Medan selama periode tahun 2012 – 2017berkisar 21.46 – 44.55 % 

yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga 

penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD 

kota Medan. 

 

 

 

Kata Kunci :  Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

wajib pajak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang 

terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya                         

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan di bidang           

perpajakan. 

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang 

dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para 

wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam 

proses perpajakan. Diketahui UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan tentang subjek 

yang menjadi wajib pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) 

yang meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak perhotelan, pajak 

restoran, pajak kenderaan bermotor dan sebagainya.  

Hakikat mendasar dari prinsip kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
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Daerah, adalah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan 

pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan 

penerimaan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, 

pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk 

mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sumber pembiayaan daerah 

diantaranya diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah, dana perimbangan, 

pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli 

daerah merupakan sumber keuangan yang digali dalam wilayah daerah 

bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnnya serta lain-lain 

penerimaan asli daerah yang sah.  

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan 

adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang memiliki 

tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan dan 

memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi 

administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. 

Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 

tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan dapat digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian daerah. 

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah adalah 

melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan restribusi.  
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Setiap tahun anggaran, target penerimaan pajak daerah selalu mengalami 

kenaikan, keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah ini 

bukan berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menjadi 

mengalami kenaikan. Kenaikan target penerimaan pajak daerah dan keberhasilan 

merealisasikan target penerimaan pajak daerah juga diiringi dengan peningkatan 

target penerimaan dari sektor lain diluar pajak daerah. Hal ini tentu berdampak 

ada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.  

Diantara pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor 

(BBNKB). Dimana Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas 

kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih 

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. 

Selain itu Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) merupakan 

pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor di daerah atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.  

Besarnya kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah masih 

belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1.  

Data Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan 

Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2012 Sampai Tahun 2017 

 

Tahun Keterangan 
Pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) 

Persentase 

PKB 

Bea Balik Nama 

Kenderaan 

Bermotor (BBNKB) 

Persentase 

BBNKB 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Persentase 

PAD 

2012 

Target   1,199,237,457,346.00 

1.01 

1,831,170,310,782.00 

-1.21 

4,372,231,640,122.00 

-7.12 

Realisasi  1,211,376,190,415.00 1,808,944,474,183.00 4,060,846,570,222.65 

2013 

Target   1,340,999,154,058.00 

-0.65 

2,133,207,111,865.00 

-23.02 

5,525,557,845,610.00 

-22.61 

Realisasi  1,332,318,068,189.00 1,642,093,635,022.00 4,276,140,070,943.37 

2014 

Target   1,458,995,441,008.00 

1.95 

1,749,818,556,078.00 

-26.80 

5,128,315,131,755.00 

-15.15 

Realisasi  1,487,489,752,113.00 1,280,838,048,168.00 4,351,216,336,963.89 

2015 

Target   1,487,852,149,076.00 

0.40 

1,025,468,931,371.00 

-2.37 

4,623,636,999,015.00 

-8.53 

Realisasi  1,493,779,209,549.00 1,001,207,440,989.00 4,229,134,049,622.72 

2016 

Target   1,589,047,921,801.00 

0.73 

1,006,869,792,764.00 

4.78 

4,691,493,452,883.00 

-6.37 

Realisasi  1,600,726,046,444.00 1,054,956,606,065.00 4,392,810,288,373.78 

2017 

Target   1,265,584,245,240.00 

3.93 
1,254,584,551,480.00 

9.49 
4,854,940,574,450.00 

4.72 

Realisasi  1,215,847,550,250.00 
1,135,488,466,520.00 4,625,744,571,500.00 

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018. 

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terjadi selisih yang cukup besar 

antara anggaran dan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2017 menunjukkan masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai 

jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian realisasi pajak yang 

tidak sesuai dengan target menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak kurang 

baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk 

membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.  
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Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Erly Suandy (2011: 127) yaitu : 

“Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat 

diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan 

perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan 

program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target 

pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan 

daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan 

diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Fenomena ini terjadi akibat dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu 

ditingkatkan, dimana tidak tercapainya realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 

diakibatkan dari banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat 

waktu. Wajib pajak sebagian besar menunggu adanya pemutihan pembayaran 

pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu tidak 

tercapainya realisasi Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) diakibatkan 

banyaknya wajib pajak yang melakukan jual beli sepeda motor dimana pihak 

pembeli tidak melakukan baik nama sepeda motor yang telah dibelinya. 

Fenomena inilah yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). 

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya 

kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung 

terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus 

mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan 
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Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 

meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan 

efektif dan efisien.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Altius, Erlina dan Tarmizi (2013) yang meneliti tentang kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan dampaknya bagi pengembangan wilayah 

Provinsi Sumatera Utara.  

Selain itu penelitian ini juga menggunakan referensi penelitian yang 

dilakukan oleh Pradana, Musadieq dan Zahro (2016) yang meneliti tentang 

Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 

2010-2014. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradana, Musadieq dan Zahro 

(2016) yaitu terletak pada objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dari uraian di atas maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh kontribusi pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan 

asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, karena 

PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber dana yang menyumbang 

pendapatan asli daerah, dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli 
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Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan).  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) 

dan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai jumlah target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena 

yang ada yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?   

2. Apakah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan 

Bermotor (BBNKB) mempunyai kontribusi yang besar bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan 

masalah yang ada yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk menganalisis pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

2. Untuk menganalisis besarnya konstribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 

dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti. 

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti menambah pengetahuan 

berkaitan dengan analisis kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli 

daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

2. Bagi pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara 

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pihak Dinas Pendapatan Provinsi 

Sumatera Utara sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi sehingga tujuan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dicapai secara 

optimal. 

3. Bagi peneliti lain. 

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai 

dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Uraian Teoritis 

1. Pajak Daerah  

Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Menurut 

Mardiasmo (2013:48) definisi Pajak Daerah adalah  ”Pajak Daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.  

Menurut Suparmoko (2012: 63) Pajak Daerah Propinsi terdiri dari :  

a. Pajak kendaraan bermotor  

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. 

Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan 

lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. 

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan atau menguasaikendaraan bermotor. Selanjutnya 
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wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan                                

yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor  

ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor.  

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB 

adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan 

bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. 

Subjek pajak atau wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang 

menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan 

bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor.  

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap 

pengunaan bahan bakar (bensin, solar dan gas) untuk menggerakan kendaraan 

bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar 

kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 

bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan wajib pajaknya 

adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.  

d. Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaanadalah pajak atas 

pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi 

orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan 

pertanian rakyat. Yang dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada di 
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perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah. 

Dan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas 

permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Yang menjadi objek pajaknya 

adalah pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan. Subjek 

pajak dan wajib pajk yaitu dapat sebagai orang pribadi atau sebagai badan yang 

mengambil air tersebut. Tarif pajak pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.  

Adapun pajak daerah kabupaten dan kota terdiri dari :  

a. Pajak hotel dan restoran Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan 

hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang 

disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk dalam 

objek pajak hotel dan restoran adalah :  

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.  

2) Pelayanan penunjang sebagai kelengapan fasilitas penginapan atau tinggal 

jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.  

3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.  

4) Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.  

5) Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas 

penyantapan.  

Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib 

pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan 

restoran. Tarif pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai 

pembayaran.  
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b. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau 

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 

dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau 

menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari 

jumlah nilai pembayaran.  

c. Pajak Reklame  

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menyanpaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. 

Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi subjek 

pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau 

memesan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame.  

d. Pajak penerangan jalan  

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek penerangan adalah 

penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jala 

yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajaknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan yang menjadi wajib 

pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan 
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listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 

10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.  

e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C  

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan 

pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan objek 

pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi 

asbes, batu tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, 

bentonit, dalomit, magnesit, tanah serap, pasir, kerikil. Tanah liat, tawas dan 

sebagainya. Subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan 

galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil 

bahan golongan C. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian 

golongan C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan harus ditetapkan dengan 

peraturan daerah.  

f. Pajak-pajak baru  

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang PajakDaerah dan 

Retribusi Daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah daerah 

dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi 

kriteria pajak seperti :  

1) Bersifat pajak,  

2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum,  

3) Potensinya memadai,  

4) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,  

5) Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan  

6) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.  



23 

 

2. Retribusi Daerah  

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar 

peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah 

retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah 

dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Yang dimaksud dengan 

retribusi daerah menurut Ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 dan 

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011, bahwa ”Retribusi Daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

bersifat khusus, disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan”.  

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber 

pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat 

pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang No. 34 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi 

adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tentang yang disediakan oleh 

pemerintah kota.  

Menurut Suparmoko (2012: 88) retribusi daerah terdiri dari : 

a. Retribusi Jasa Umum  

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yangdisediakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam 

kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa :  
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1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.  

2) Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat 

khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, 

misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.  

3) Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi 

atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk 

seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).  

4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan 

kebijaksanaan nasional.  

5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

 Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan 

kualitas pelayanan yang memadai.  

Objek pajak retribusi jasa umum adalah pelayanan yan disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan subjeknya adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa 

umum yang bersangkutan.  

b. Retribusi Jasa Usaha  

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jasa atau pelayanan usaha 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  
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1) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh 

swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.  

2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan 

belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, 

bangunan, dan alat-alat berat.  

Jadi yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena 

pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Sedangkan subjeknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 

jasa usaha yang bersangkutan.  

c. Retribusi Perizinan Tertentu  

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. 

Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 

tertentu dari Pemerintah Daerah. Seperti halnya dengan pajak, retribusi perizinan 
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juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan 

sebagai alat pengatur. Lebih epatnya retribusi perizinan dapat digunakan sebagai 

instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun untuk 

pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Perizinan tertentu 

yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah :  

1) Ijin peruntukan penggunaan tanah  

2) Ijin mendirikan bangunan (IMB)  

3) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol  

4) Ijin trayek  

5) Ijin pengambilan hasil hutan  

 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : ”Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan adalah antara lain kegiatan laba dari BUMD, hasil kerja sama 

dengan pihak ketiga”. Menurut Abdul Halim (2014: 68) yang dimaksudkan 

dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah ”Hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan”.  

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi 

objek pendapatan berikut :  
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1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah  

2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank  

3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank  

4. Bagian Laba atau Penyetoran Modal atau Investasi.  

 

4. Pajak 

a. Pengertian Pajak  

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut: “Pajak 

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan”.  

Menurut Suandy (2011: 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai 

definisi tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.  

2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.  
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3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.  

4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment.  

6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah.  

7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

b.  Fungsi Pajak  

Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, 

terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:  6) yaitu sebagai berikut: 

1). Fungsi Penerimaan (Budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.  

2). Fungsi Mengatur (Regular)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang 

mewah. 

 

 



29 

 

c.  Asas Pemungutan Pajak  

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) 

sebagai berikut:  

1).  Asas Tempat Tinggal  

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri. 

2).  Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara.Asas ini diberlakukan 

kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk 

membayar pajak. 

3).  Asas Sumber  

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak.Dengan demikian, Wajib 

Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak 

di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

 

d. Cara Pemungutan Pajak  

Menurut Waluyo (2011: 160) mengemukakan tentang cara pemungutan 

pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:  

1) Stelsel nyata (rill stelsel)  

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini 
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adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah 

pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan 

yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya.Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada 

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah 

kekurangannya.  

 

e. Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh 

Waluyo (2011: 17) sebagai berikut:  

1) Sistem Official Assessment  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:  
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 a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

 b). Wajib Pajak bersifat pasif. 

 c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.  

2) Sistem Self Assessment  

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar.  

3) Sistem Withholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak”. 

 

5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 7 tahun 2001, bahwa: ”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang 

dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan 

berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, 

menyatakan bahwa : ”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta 

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”.  
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b.  Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah :  

1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor.  

2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 

Tahun 2011. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor : Dasar pengenaan 

pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot 

yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan 

akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan 

bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan 

atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, 

jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan 

kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor 

untuk jenis kendaraan tertentu.  

Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan 

pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan 

bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta 

ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Besar tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% 

(satu koma lima persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.  

 

c.  Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor  

Adapun objek pajak kendaran bermotor kepemilikan dan atau penguasaan 

adalah:  

a. Kendaraan bermotor yang berada di Propinsi Sumatera Utara.  

b. Kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.  
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Adapun subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan 

yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor :  

1. Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memilki dan atau 

menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat 

atau besar.  

2. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor 

adalah :  

a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak 

kepemilikannya.  

b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.  

c. Ahli waris yaitu orang atua badan yang ditunjuk dengan surat wasit atau 

yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau 

putusan pengadilan.  

3. Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan 

kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum 

dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut 

juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.  

Adapun masa pajak kendaraan bermotor adalah : 

1. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun 

pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran.  

2. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu hal dan hal lain masa 

pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi:  
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a. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah didalam Propinsi 

Sumatera Utara dilakukan kompensasi.  

b. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah diluar Propinsi 

Sumatera Utara dilakukan restitusi.  

c. Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan 

penuh.  

 

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011, bahwa: 

”Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas 

penyerahan kendaraan bermotor di daerah”. Penyerahan kendaraan bermotor 

disini termasuk penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian kedua belah 

pihak atau penyerahan hak milik lainnya yaitu warisan dana hibah kepada Badan-

badan atau Lembaga. Sedangkan berdasarkan Suparmoko (2012;63), BBNKB 

adalah : ”Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari 

transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan 

usaha”.  

 

b. Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan BBNKB  

Adapun dasar hukum BBNKB adalah :  

1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011 tentang BBNKB.  

2) Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.13 Tahun 2012 tentang Petunjuk  
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Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011. 

Dasar pengenaan BBNKB : Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan 

bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah nilai yang 

ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah. Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh 

Gubernurakan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 

Jawa Barat. Besarnya tarif BBNKB adalah :  

1) Bagi kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBNKB, dikenakan 

tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual yang berlaku.  

2) Untuk penyerahan BBNKB yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif 

sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual yang berlaku.  

3) Untuk penyerahan karena warisan, dikenakan tarif sebesar 0,1% (satu 

persepuluh persen).  

 

c. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan BBNKB  

Adapun objek BBNKB adalah:  

1) Setiap penyerahan Kendaraan Bermotor di Daerah akibat perjanjian dua pihak 

atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak milik atau 

penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, lelang, eks 

Dump TNI/Polri dan lain sebagainya.  

2) Penguasaan motor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan oleh Pribadi atau Badan yang bukan pemiliknya dihitung sejak saat 

penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian dan 

sewa menyewa termasuk leasing. Hal ini sangat penting untuk mencegah 
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terjadinya penyelundupan pajak dari sektor BBNKB, penyerahan kedua, 

ketiga dan seterusnya yang dilakukan oleh seseorang dan atau badan. 

Penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, maka 

orang atau badan yang menerima penyerahan atau yang menguasai kendaraan 

bermotor tersebut diwajibkan untuk membaliknamakan kendaraannya.  

3) Pemasukan kendaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing ke 

wilayah Propinsi Sumatera Utara yang tidak di Re-ekspor setelah proyek 

selesai.  

4) Penyerahan Kendaraan Bermotor dari pemasukan Luar Negeri untuk dipakai 

secara tetap di Indonesia, kecuali :  

a) Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara 

asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-

bukti yang sah;  

b) Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia;  

c) Untuk diperdagangkan dengan tujuan pameran, penelitian dan kegiatan 

olah raga bertaraf international.  

5) Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan bertambahnya 

nilai jual Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.  

6) Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor, baik mesin baru maupun mesin 

lama.  

Selain itu subjek BBNKB adalah:  

1. Subjek Pajak adalah :  

a. Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.  
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b. Untuk rubah bentuk dan ganti mesin subyek pajaknya adalah yang memiliki 

Kendaraan Bermotor.  

2. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 

adalah:  

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli 

warisnya dan orang yang menerima hibah.  

b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. Wajib Pajak :  

Wajib pajak BBNKB adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang 

menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Surat Pemberitahuan :  

1. Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menerima penyerahan 

kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan 

mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lmbatnya  

b. Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penyerahan, apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi 

administrasi.  

c. Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari Luar Daerah, dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah., apabila 

tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.  

2. Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menyerahkan kendaraan 

bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak 

milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan 

kendaraan bermotor.  

3. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnya. 4) Apabila terjadi 
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perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, 

fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi 

SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.  

 

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Menurut Suparmoko (2011: 55), Pendapatan Daerah adalah ”Pendapatan 

Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah 

yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pinjaman daerah, dan 

pendapatan daerah lainnya yang sah”.  

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 

2006 Pasal 23 ayat 1 adalah : ”Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan 

uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, 

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh daerah”. Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : 

”Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari 

pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian pendapatan asli 

daerah antara lain :  

1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayah sendiri.  

2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah.  

3. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian 

(2011: 210) menyatakan bahwa  ”Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi 

dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak 

yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta 

pengelolaan sumber daya alam”.  Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

 

8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (4) Undang-Undang No.33 

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah adalah  ”Lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa 

giro, hasil penjualan asset daerah”. Sedangkan pengertian lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah menurut Abdul Halim (2014: 67), yaitu : ”Lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik Pemerintah Daerah”. 

Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi objek 

pendapatan berikut ini :  

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan  

2. Penerimaan jasa giro  

3. Penerimaan bunga deposito  

4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan  

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah  

6. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah  
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7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing  

8. Pendapatan denda pajak  

9. Pendapatan denda retribusi  

10. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah  

11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  

12. Pendapatan dari pengembalian  

13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum  

14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  

15. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.  

Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :  

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.  

2. Jasa giro.  

3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing.  

4. Komisi, patungan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang, dan/atau jasa oleh daerah 

 

B.  Penelitian Terdahulu 

Dalam Penelitian ini selain berpedoman atau panduan yang dapat peneliti 

jadikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengacu pada penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea 
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Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Referensi Penelitian Kontribusi PKB, BBNKB dan Pendapatan Asli 

Daerah  

 

Nama Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Uraian 

Altius, 

Erlina dan 

Tarmizi 

(2013) 

Kontribusi Pajak 

Kendaraan 

Bermotor Terhadap 

PAD Dan 

Dampaknya Bagi 

Pengembangan 

Wilayah Provinsi 

Sumatera Utara 

Pajak 

Kendaraan 

Bermotor dan 

PAD  

Pajak Kendaraan Bermotor 

berpengaruh positif terhadap 

pengembangan wilayah Provinsi 

Sumatera Utara, dimana apabila 

penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor meningkat, maka 

PDRB Perkapita Provinsi 

Sumatera Utara juga akan 

meningkat.  

Makaluas 

dan 

Tinangon 

(2016) 

Analisis 

Penerimaan Pajak 

Biaya Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

(BBNKB) Pada 

Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah 

di Provinsi 

Sulawesi Utara 

Pajak Biaya 

Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

(BBNKB) 

dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Realisasi penerimaan pajak 

biaya balik nama kendaraan 

bermotor mengalami 

peningkatan pada tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013, dan 

mengalami penurunan pada 

tahun 2014 sampai dengan 

2015, dimana penurunan 

realisasi penerimaan pajak 

BBNKB disebabkan karena 

mulai menjamurnya perusahaan 

lising yang mengganggu sistem 

pembayaran pajak dan masih 

banyaknya wajib pajak yang 

belum paham terhadap 

penerapan pajak progresif. 

Pradana, 

Musadieq 

dan Zahro 

(2016) 

Analisis Kontribusi 

Pendapatan Bagi 

Hasil Pajak 

Kendaraan 

Bermotor Dan Bea 

Balik Nama 

Kendaraan Untuk 

Dana 

Pembangunan 

Daerah Kota 

Malang Periode 

2010-2014 

Pajak Biaya 

Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

(BBNKB) 

dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

kontribusi Bagi Hasil PKB 

untuk Dana Pembangunan 

Daerah Kota Malang dinilai 

Sangat Baik. Pada tahun 2010, 

2011, 2012 dan 2014 dinilai 

sangat baik, sedangkan di tahun 

2013 dinilai baik. Kontribusi 

BBNKB untuk dana 

Pembangunan Daerah pada 

tahun 2010,2011 dan 2014 

dinilai sangat baik, sedangkan 

ditahun 2012 dan 2013 dinilai 

baik. Hal ini menunjukkan 
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bahwa PKB dan BBNKB 

memberi dukungan yang sangat 

baik untuk Dana Pembangunan 
Sumber: Data diolah, 2018 

 

C.   Kerangka Berfikir  

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. 

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus 

dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang 

terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan 

pendapatan negara dari sektor pajak.Sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal 

dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan 

pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat 

kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Salah satu 

penerimaan pendapatan asli daerah adalah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

Pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) 
Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor 

(BBNKB) 

Target Pendapatan 

Asli  

Daerah 

Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

deskriptif. Dalam penelitian desriptif, peneliti hanya mengembangkan konsep 

serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu fenomena (Widi, 

2010:47-48). Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012 : 14) “Penelitian 

kualitatif di peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data 

misalnya wawncara, analisis dokumen diskusi atau observasi. Data kualitatif 

berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan                   

diteliti” 

 

B. Definisi Operasional  

a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 

beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan besar 

dalam operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat secara 

permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan 

Bermotor dipungut pajak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.  
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Adapun alat perhitungan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan 

Bermotor yaitu: 

   Realisasi PKB Tahun x 

    Analisis  PKB    =                x 100% 

        Target PKB Tahun x  

 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan 

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

Adapun alat perhitungan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) yaitu: 

     Realisasi BBNKB Tahun x 

          Analisis  PKB   =                       x 100% 

     Target BBNKB Tahun x  

c. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator penentu derajat 

kemandirian suatu daerah dimana salah satu komponen yang memiliki 

pengaruh terhadap peningkatannya adalah pajak daerah. 

Adapun alat perhitungan untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu: 

                  Pajak Derah = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah 

 

C. Tempat  dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang 

mengelola perpajakan daerah. Lokasi penelitian ini di Jl. Jendral Abdul 

Haris Nasution No. 32 Medan. 
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2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli sampai dengan 

Oktober 2018. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 3-1 

Schedule Proses Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan 

Tahun  2018 

Juli  Agustus  September  Oktober  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul                 

2. Penyusunan Proposal                  

3. Seminar  Proposal                  

4. Penulisan Skripsi                 

5. Bimbingan Skripsi                 

6. Sidang Meja Hijau                 

 

D.  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Data Sekunder 

yaitu, data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian dan bersifat publik. Misalnya struktur organisasi, data kearsipan, 

dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta buku dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan topik penelitian yaitu Laporan Target dan Realisasi Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) 

terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2017. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu studi dokumentasi 
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yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data 

penelitian berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan pajak parkir 

terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2017. 

 

F.  Teknik Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis 

deskiptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi 

data yang relefan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil 

kesimpulan dari hasil yang diteliti.  

Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan 

analisis kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Menghitung jumlah target dan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah. 

3. Menganalisis jumlah penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). 

4. Mencari penyebab terjadinya realisasi perolehan tidak mencapai target Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor 

(BBNKB). 
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5.  Menganalisa pengoptimalan perolehan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) serta besar kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan 

Tugas Pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang Perpajakan, Retribusi, dan 

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang berada di bawah wewenang Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, termasuk juga memberikan 

restitusi pajak daerah dalam wilayah kerja yang bersangkutan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, petunjuk teknis yang ditetapkan 

oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

Dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat mempunyai andil dalam 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Salah satu dari penerimaam 

pendapatan daerah di bidang perpajakan, terutama Pajak Kendaraan Bermotor. 

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dengan mudah 

membayar kewajiban perpajakannya melalui Sistem SAMSAT.  

Pada tanggal 1 April 1978 resmilah didirikan Kantor Bersama SAMSAT 

Sumatera Utara, yang melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor 

wilayah Sumatera Utara merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap” adalah gabungan dari Tiga Instansi yang mempunyai tugas 

dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai Objek data yang sama yaitu kendaraan 

bermotor yang berdomisili di daerah kota Medan. 
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Berdirinya kantor bersama SAMSAT merupakan tindak lanjut dari                   

Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri (Menhankam, Menteri Keuangan, 

Menteri Dalam Negeri) yang membentuk kerjasama dengan sistem baru                     

yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan tujuan sebagai 

berikut: 

a. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera 

Utara. 

b. Meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara melalui 

penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB. 

c. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja 

provinsi Sumatera Utara. 

d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran, dan 

pengadaan administrasi kendaraan bermotor. 

 

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  terhadap PAD. 

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya 

fungsi pelayanan publik (public service). Pemerintah yang baik cenderung 

menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. 

Sebaliknya, pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak 

akan terselenggara dengan baik pula. Prinsip tata pemerintahan yang baik, tidak 

hanya terbatas pada penggunaan perundang-undangan yang berlaku, melainkan 

dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang 

baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (state) semata, tetapi 

harus melibatkan sistem birokrasi maupun ekstern birokrasi.  
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Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor 

pendapatan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 

yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang 

pendapatan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis 

administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan 

administrasi keuangan. Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan 

Nomor 65 Tahun 2011 tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan dapat 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian 

daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah 

adalah melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan 

restribusi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai 

sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin 

tinggi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat 

kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan                     

serta pemerintah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, akan          

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari 

pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan 

penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di 

daerahnya. Besarnya kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.1.  

Target dan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah kota Medan Tahun 2012 Sampai Tahun 2017 

 

Tahun Keterangan 
Pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kontribusi 

PKB 

terhadap 

PAD 

2012 
Target   1,199,237,457,346.00 4,372,231,640,122.00 27.43 

Realisasi  1,211,376,190,415.00 4,060,846,570,222.65 29.83 

2013 
Target   1,340,999,154,058.00 5,525,557,845,610.00 24.27 

Realisasi  1,332,318,068,189.00 4,276,140,070,943.37 31.16 

2014 
Target   1,458,995,441,008.00 5,128,315,131,755.00 28.45 

Realisasi  1,487,489,752,113.00 4,351,216,336,963.89 34.19 

2015 
Target   1,487,852,149,076.00 4,623,636,999,015.00 32.18 

Realisasi  1,493,779,209,549.00 4,229,134,049,622.72 35.32 

2016 
Target   1,589,047,921,801.00 4,691,493,452,883.00 33.87 

Realisasi  1,600,726,046,444.00 4,392,810,288,373.78 36.44 

2017 
Target   1,265,584,245,240.00 4,854,940,574,450.00 26.07 

Realisasi  1,215,847,550,250.00 4,625,744,571,500.00 26.28 

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018. 

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata sangat 

tinggi dan hal ini dalam realisasinya juga melebihi kontribusi yang ditargetkan 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pencapaian perolehan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sudah 

sangat baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan realisasi Pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan menunjukkan pengelolaan yang baik. 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu 

primadona daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Selama 

periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD 

kota Medan berkisar 26.07 – 36.44%.  Hal ini menunjukkan bahwa pajak 
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kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota 

Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu 

sumber utama PAD kota Medan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makaluas dan Tinangon 

(2016) bahwa kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dalam perolehan PAD 

memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan 

dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan 

daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin 

terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan 

daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD 

menjadi sangat penting.  

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 

hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota 

sebesar 30% (tiga puluh persen) pembagian sebagaimana dimaksud dibagi sebesar 

30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh 

persen) berdasarkan potensi seperti dijelaskan melalui gambar 4.8 di bawah ini. 

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga paling sedikit 10% (sepuluh 

persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan 

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan 

sarana transportasi umum.  

Pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi 

sebesar 1,211,376,190,415 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 

4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2013 Pajak 
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Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,332,318,068,189 dan 

untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 

Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor 

memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar                                

Rp. 1,487,489,752,113 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,351,216,336,963 

terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Selanjutnya pada tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor untuk 

kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana 

Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar 

yaitu sebesar Rp. 1,493,779,209,549 memberikan kontribusi sebesar                               

Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2016 

Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,600,726,046,444 

dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah 

rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar                               

Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan nilai rata-rata kontribusi yaitu 

39,05%. 

 

3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap 

PAD. 

Besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.1.  

Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  terhadap 

Pendapatan Asli Daerah kota Medan Tahun 2012 Sampai Tahun 2017 

 

Tahun Keterangan 

Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor 

(BBNKB) 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kontribusi 

BBNKB terhadap 

PAD 

2012 
Target   1,831,170,310,782.00 4,372,231,640,122.00 41.88 

Realisasi  1,808,944,474,183.00 4,060,846,570,222.65 44.55 

2013 
Target   2,133,207,111,865.00 5,525,557,845,610.00 38.61 

Realisasi  1,642,093,635,022.00 4,276,140,070,943.37 38.40 

2014 
Target   1,749,818,556,078.00 5,128,315,131,755.00 34.12 

Realisasi  1,280,838,048,168.00 4,351,216,336,963.89 29.44 

2015 
Target   1,025,468,931,371.00 4,623,636,999,015.00 22.18 

Realisasi  1,001,207,440,989.00 4,229,134,049,622.72 23.67 

2016 
Target   1,006,869,792,764.00 4,691,493,452,883.00 21.46 

Realisasi  1,054,956,606,065.00 4,392,810,288,373.78 24.02 

2017 
Target   1,254,584,551,480.00 4,854,940,574,450.00 25.84 

Realisasi  1,135,488,466,520.00 4,625,744,571,500.00 24.55 

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018. 

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata 

masih rendah dan hal ini dalam realisasinya juga tidak menunjukkan kontribusi 

yang ditargetkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan realisasi Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) kurang baik sehingga dapat dikatakan 

pengelolaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang 

dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum 

menunjukkan pengelolaan yang baik. 

Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan berkisar 21.46 – 44.55 %.  Hal ini 

menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga 
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penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD 

kota Medan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Altius, Erlina dan Tarmizi 

(2013) bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam 

perolehan PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan 

di daerah. Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk 

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana 

transportasi umum.  

Pada tahun 2012 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

memberikan kontribusi sebesar 1,808,944,474,183 dan untuk perkembangan 

pertumbuhannya sebesar 4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Pada tahun 2013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan 

kontribusi sebesar 1,642,093,635,022 dan untuk perkembangan pertumbuhan 

sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar               

yaitu sebesar Rp. 1,280,838,048,168 memberikan kontribusi sebesar                              

Rp. 4,351,216,336,963 terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Selanjutnya pada tahun 2015 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) untuk kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, dimana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan 

peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,001,207,440,989 
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memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dan pada tahun 2016 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

memberikan kontribusi sebesar 1,054,956,606,065 dan untuk perkembangan 

pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Begitu juga pada tahun 2017 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

memberikan kontribusi sebesar 1,135,488,466,520 dan untuk perkembangan 

pertumbuhannya sebesar 4,625,744,571,500 terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah 

rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar                               

Rp 17,842,485,942,052. 

 

B. Pembahasan 

1. Pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa PAD memiliki peran penting dalam 

rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka kebijakan pajak umumnya 

secara makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan 

penerimaan pajak daerah serta bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan pajak 

adalah alat perpajakan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai peraturan 

pelaksanaan maupun pedoman bagi pelaksana di lapangan sehingga dapat 

membantu wajib pajak dengan pasti melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peranan yang signifikan target 

Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor 

(BBNKB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin 
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meningkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor (BBNKB), maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara 

juga akan meningkat. Dengan demikian bahwa kebijakan pajak kendaraan 

bermotor telah memenuhi 2 unsur yaitu:  

a. sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada di 

kelompok atau institusi tertentu guna mendukung program pemerintah;  

b. mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya kebijakan didesain khusus agar 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran 

pemerintah daerah.  

Prinsip kebijakan pajak merupakan suatu sistem pajak terhadap kegiatan 

ekonomi makro dan mikro yang harus bersifat netral, agar terdapat pengalokasian 

sumber daya yang optimal sesuai dengan keadaan atau dinamika pasar. Hal ini 

juga mendorong atau mengendalikan kehidupan ekonomi khususnya dapat 

mendorong investasi sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang 

diperoleh dari penerimaan pajak. Prinsip ini perlu diikuti dengan prinsip kebijakan 

administrasi yang baik meliputi, antara lain: sedikit penggunaan atau beban 

formulir perpajakan, jelasnya aturan dalam menetapkan pajak yang terhutang, 

mudah untuk kepentingan pemeriksaan, bersifat obyektif dalam pemeriksaan 

restitusi, dan sistem yang digunakan.  

 

2. Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kenderaan Bermotor (BBNKB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

Tax policy dengan tax adminitration merupakan hubungan inextricably 

related. Hubungan ketergantungan kuat satu sama lainnya. Keberhasilan dari 

pembuatan suatu tax policy haruslah diikuti dengan perhatian dalam pelaksanaan 
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administrasinya, dan ukuran dalam meningkatkan admnistrasi pajak haruslah 

dapat menolong pembuatan pelaksanaan tax policy yang didesain secara lebih 

efektif. Koordinasi kedua aktivitas tersebut berpengaruh buruk terhadap 

kelancaran dan kelangsungan atas proses perpajakan daerah yang telah dijalankan.  

Salah satu indikator perkembangan wilayah berdasarkan tujuan 

pembangunan adalah pendapatan wilayah, dimana salah satu indikatornya adalah 

PDRB perkapita. Dengan demikian sebagaimana menurut Rustiadi, dkk tersebut, 

bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berdampak positif terhadap 

pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara karena berpengaruh positif 

signifikan terhadap PDRB perkapita dan terus meningkat. Dana bagi hasil PKB 

digunakan untuk pembangunan di daerah, salah satu wujud pembangunan adalah 

infrastruktur jalan.  

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah PKB dan BBNKB tahun 2015 

yaitu Rp. 799,444,270,412 sedangkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Rp. 1.002.344.427.216, hal ini menunjukkan besarnya kontribusi PKB dan 

BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 79,76 %. Selanjutnya jumlah 

PKB dan BBNKB tahun 2016 yaitu Rp. 1,046,727,575,214 sedangkan jumlah 

realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.135.048.520.750, hal ini menunjukkan 

besarnya kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 

92,22 %. Berdasarkan perkiraan besaran dana bagi hasil PKB pada UPT yang 

secara jelas meliputi wilayah kabupaten/kota tertentu dapat dihubungkan dengan 

panjang jalan di kabupaten/kota tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua 

kabupaten/kota dianalisis, karena UPT di daerah tersebut juga meliputi daerah 

(kabupaten/kota lain). 



59 

 

Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai 

Dinas Pendapatan Daerah kota Medan untuk turun langsung ke lapangan 

membuat semakin susahnya melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap 

objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk 

membayar tagihan pajak, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan 

Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu 

Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutangnya dengan 

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila 

diketahui terlambat membayar pajak.  

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya 

kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung 

terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus 

mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 

meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan 

efektif dan efisien.  

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan 

pajak daerah. Sistem pemugutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk 

melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain self 

assement system. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung 

menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah. 
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Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari 

pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak 

semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah bisa lebih maksimal dan 

pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari penyajian dan analisis yang telah penulis paparkan dan berdasarkan 

realita yang ada, maka akhir  dari pembahasan penulisan skripsi ini penulis akan 

menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penyajian data yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor 

terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44% yang menunjukkan 

bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan 

bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan. 

2. Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan berkisar 21.46 – 44.55 % 

yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, 

sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu 

sumber utama PAD kota Medan. 

3. Selama periode tahun 2012 – 2017 diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli 

Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 17,842,485,942,052. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan yang biasanya 

sering terjadi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain Sumber Daya 

Manusia yang rendah, keterbatasan personal yang dimiliki oleh Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan kurang efektifnya 

sistem pemungutan pajak daerah.  

 

B. Saran  

Penulis juga memberikan saran agar dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai 

sumbangan pemikiran berkaitan dengan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada 

masa yang akan datang. 

1. Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor yang cukup besar terhadap PAD Kota Medan, kepada 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan untuk 

dapat meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin 

meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah. 

2. Sesuai dengan besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor terhadap pengembangan wilayah Kota Medan, 

dapat dijadikan sebagai alat promosi oleh Pemerintah Kota Medan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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3. Berdasarkan temuan penelitian dalam rangka melakukan kegiatan pendataan 

khususnya di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran dengan tujuan dapat 

meningatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Pihak Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan mengusulkan melakukan penambahan petugas 

dalam proses penagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor khususnya yang ditugaskan di lapangan dengan 

menggunakan mobil pelayanan pajak di tempat-tempat yang strategis, agar 

proses penagihan lebih cepat dilaksanakan supaya mengurangi jumlah Wajib 

Pajak yang menunggak. 
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